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Siaran Pers  
Seminar Regional –Suai Covalima 
2 Juni 2017 
 
 

JSMP mengadakan seminar regional mengenai peran Parlemen Nasional dan Aktor 
Peradilan dalam Sistem Peradilan Formal Timor-Leste 

Pada tanggal 30 Mei 2017 JSMP mengadakan seminar regional di Covalima mengenai "Peran 
Parlemen Nasional dan Aktor Peradilan dalam Sistem Peradilan Formal Timor-Leste." Seminar 
regional tersebut dibuka oleh Administrator Suai-Covalima, Bapak Afonso Nugeira Nahak. 
Dalam sambutannya Bapak Nahak, menyampaikan apresiasinya dan mengakui pentingnya 
kegiatan ini karena dapat mempertemukan pimpinan lokal dengan para aktor peradilan. 

Peserta yang diundang termasuk kepala desa, delegasi perempuan, anggota dewan desa dan 
tokoh masyarakat adat. Mereka termasuk perwakilan dari 10 desa dari  Kecamatan Hatu-Udu, 
Kota Madya Ainaro dan Kecamatan Suai-Vila, Kota Madya Covalima. Mereka semuanya 
berjumlah  24 peserta, yang terdiri dari 15 perempuan dan 19 laki-laki. 

Pembicara tamu dalam seminar tersebut adalah perwakilan dari Pengadilan Distrik Suai dan 
masyarakat sipil. Salah satu pembicara, adalah Ketua Pengadilan Distrik Suai, Hakim Alvaro 
Maria Freitas, yang membawakan topik tentang peran pengadilan dalam sistem peradilan 
formal Timor-Leste dan pembicara lainnya, Ketua Kejaksaan Umum Distrik Suai, Jaksa Matias 
Soares, yang membawajan topik tentang peranan Kejaksaan dan tantangannya. Sementara itu, 
masyarakat sipil diwakili oleh Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio, yang 
membawakan tema tentang hasil pemantauan JSMP di Parlemen dan pengadilan. 

"Kegiatan ini sangat penting karena memberi kami kesempatan untuk menyampaikan hasil 
temuan kegiatan pemantauan JSMP di Parlemen Nasional dan pengadilan, dan dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang peran lembaga-lembaga berdaulat, dan ini juga merupakan 
kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan keprihatinan mereka secara langsung kepada 
pihak berwenang", kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio. 

Seminar ini bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi komunikasi langsung antara 
masyarakat yang telah mendapat pelatihan mengenai demokrasi, peranan dari masing-masing 
lembaga-lembaga berdaulat, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang 
dan akses terhadap keadilan formal dengan perwakilan dari lembaga-lembaga negara, 
khususnya Parlemen Nasional dan Pengadilan. Seminar ini meningkatkan pengetahuan otoritas 
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lokal dan mereka juga dapat menyampaikan pandangan kritis mereka, ketidakjelasan dan 
keprihatinan mereka terkait dengan peranan badan-badan berdaulat tersebut. Sayangnya, 
perwakilan dari Parlemen Nasional tidak dapat hadir karena ada hal penting lain yang harus 
dihadiri.  

Para peserta mengangkat isu mengenai prosedur yang berkaitan dengan penangkapan 
terdakwa dalam kasus pidana, prosedur pengaduan untuk kasus pidana dan perdata dan 
penerapan upaya paksa termasuk hukuman bagi terdakwa dan terpidana. 

Para peserta juga bertanya tentang legalitas penggunaan kebiasaan adat yang saat ini 
digunakan oleh dewan desa untuk menyelesaikan masalah di tingkat desa. 

Berkenaan dengan orang-orang yang menduduki tanah orang lain, dan mengklaim tanah itu 
menjadi milik mereka dan mereka juga meminta siapa yang memiliki hak untuk mendasar 
sesuai dengan hukum formal. Isu lain yang diangkat adalah proses amandemen Undang-
Undang tentang Pensiun Bulanan Seumur Hidup dan implikasi dari hal tersebut, yang 
dipandang tidak menguntungkan bagi Negara dalam hal memperbaiki kehidupan masyarakat. 

Para peserta juga bertanya institusi mana yang memiliki kompetensi untuk menjatuhkan sanksi 
kepada anggota Parlemen Nasional yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan 
amanat mereka. 

Selain itu, para peserta juga mengangkat isu pencabutan UU No. 3/2009 dengan UU No.9/ 
2016  tentang pimpinan/otoritas lokal dan pemilihannya yang menurut mereka tidak 
menguntungkan bagi anggota struktur administrasi desa, yang menyiratkan bahwa mereka 
tidak senang karena para delegasi desa tidak menerima gaji dan mereka hanya dibayar untuk 
menghadiri pertemuan. 

Sehubungan dengan isu-isu ini, pembicara dari pengadilan menjelaskan bahwa dalam 
kejahatan semi-publik, tanggung jawabnya adalah berada di pihak korban untuk menginisiasi 
pengaduan. Namun, untuk kejahatan publik, siapapun bisa mengajukan laporan. Sehubungan 
dengan tindakan upaya paksa, ini tergantung pada setiap pengadilan, berdasarkan semua 
keadaan untuk memastikan kehadiran terdakwa selama persidangan. 

Namun, mengenai penerapan hukuman merupakan masalah tersendiri, pengadilan perlu 
memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama semua fakta sebelum mengambil 
keputusan. 

Penerapan praktek-prakte kebiasaan/adat dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang 
dicirikan sebagai semi publik saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Yang penting, 
dalam kasus yang membutuhkan kompensasi, jumlah kompensasi harus dihitung berdasarkan 
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kerugian yang terjadi. Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan kesepakatan 
tersebut, dan akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam putusannya jika kasus 
tersebut diajukan ke pengadilan. 

Mengenai masalah kebijakan pensiunan seumur hidup, JSMP menerangkan bahwa undang-
undang tersebut diamandemen oleh Parlemen Nasional dan telah diundangkan oleh Presiden. 
JSMP juga mengungkapkan keprihatinnanya atas beberapa ketentuan dalam undang-undang 
ini karena tetap mempertahankan "perlindungan terhadap hak atas subsidi pensiun dan 
reintegrasi bulanan seumur hidup untuk para anggota parlemen dan pemerintah saat ini." 
Namun demikian hal itu adalah keputusan politik dari anggota Parlemen Nasional, oleh karena 
itu JSMP mendorong semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
pembangunan Negara dan berharap agar periode legislatif berikutnya dapat mengubah 
undang-undang ini lebih lanjut berdasarkan kondisi sebenarnya yang ada di Timor -Leste. 

Undang-undang Pertanahan telah disetujui oleh Parlemen Nasional dan dikirim ke Presiden, 
dan Presiden mengirimnya ke Pengadilan Tinggi pada era/waktunya mantan Presiden Taur 
Matan Ruak. Jika Presiden tidak mengumumkannya, maka undang-undang baru akan 
diprakarsai oleh legislatif baru. Jika sebuah komitmen dibuat sebelum mandat mereka berakhir, 
mereka akan menyelesaikan undang-undang penting ini. 

Sementara dalam kaitannya dengan anggota parlemen yang melakukan penyimpangan, Komite 
G Parlemen Nasional yang menangani mengenai Isu Etika memiliki kompetensi untuk 
memeriksa hal-hal tersebut. Namun, hingga saat ini Komite Etika masih belum berfungsi 
dengan baik. 

JSMP menghargai partisipasi peserta dan pembicara dalam seminar regional ini, terutama 
perwakilan dari pengadilan. Hakim Alvaro Maria Freitas, dalam presentasinya, menekankan 
pentingnya kehadiran JSMP di pengadilan dan mengatakan bahwa publikasi JSMP memiliki 
tingkat kredibilitas yang tinggi karena dihimpun dari hasil penelitian dan pemantauan yang 
independen. 

Sementara itu, para peserta merekomendasikan agar program serupa dilakukan di lokasi lain, 
terutama masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi. 

JSMP berharap bahwa forum semacam itu akan memberikan referensi yang bermamfaat dan 
praktis untuk para peserta sehingga proses peradilan formal Timor-Leste, yang masih dalam  
proses pembangunan, dapat mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan 
keadaan sebenarnya yang ada saat ini. Seminar ini ditutup dengan menyerahkan laporan 
tahunan JSMP mengenai Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2016 kepada Ketua Pengadilan 
Distrik Suai dan Kepala Kejaksaan Distrik Suai. 
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Program ini dimungkinkan dengan dukungan finansial dari Pemerintah Australia untuk periode 
2016-2017. Program serupa dijadwalkan akan dilakukan pada 15 Juni 2017 di Dili dan akan 
mempertemukan peserta dari kota Liquica, Ermera, Aileu dan Dili. 

 
Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi:   

Luis de Oliveira Sampaio 
Direktur Eksekutif JSMP 
E-mail: luis@jsmp.tl 
Telepon: 3323883 | 77295795 
� www.jsmp.tl� info@jsmp.tl�  
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp�  
Twitter: @JSMPtl 
  

 

 

 


